
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUPATI BINTAN 
PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

 
 

PERATURAN BUPATI BINTAN 
NOMOR 27 TAHUN 2015 

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BINTAN  
NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI 

PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN 
 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BINTAN, 

 
Menimbang :  a. bahwa Peraturan Bupati Bintan Nomor 43 Tahun 2014 

Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bintan 
belum mengatur kebijakan akuntansi tentang aset 

intrakomptabel, aset ekstrakomptabel dan amortisasi aset 
tidak berwujud; 

b. bahwa dalam rangka penyempurnaan Peraturan Bupati 

Bintan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi 
Pemerintah Kabupaten Bintan, maka perlu melakukan 

perubahan atas Peraturan Bupati tersebut;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati 
Bintan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi 

Pemerintah Kabupaten Bintan;  

Mengingat :  1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam 
Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); 

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme; 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286);  

 

4. Undang .... 

 

SALINAN 

http://jdihn.bphn.go.id/file_peraturan/56uu012.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/file_peraturan/56uu012.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/file_peraturan/03uu017.pdf


4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 244 , Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Peubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502);  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4574); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575);  

11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4577) 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);  

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);  

14. Peraturan .... 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4614); 

15. Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
Tentang Pedoman dan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 

yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 

2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Pedoman dan Pemberian 

Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada 

Pemerintah Daerah; 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 18 Tahun 2007 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2007 Nomor 

10); 

MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG 
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN 
BINTAN. 

Pasal I 

 
Ketentuan dalam pasal 5 Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Kebijakan Akuntansi Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan 
Tahun 2014 Nomor 43) diubah, sehingga ketentuan pasal 5 berbunyi sebagai 

berikut : 

Pasal 5 

Mengubah Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan dan Kebijakan 
Akuntansi Akun terlampir pada Peraturan Bupati Bintan sehingga perubahan 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 
 
 
 

Pasal II .... 
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Pasal II 
Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan. 

 
 
 
 

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan 

pada tanggal 9 November 2015 
     Pj. BUPATI BINTAN 

 
 ttd 

 
 

          DOLI BONIARA 
 
 

Diundangkan di Bandar Seri Bentan 

pada tanggal 9 November 2015 
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BINTAN 

 
   ttd 

 
 

         LAMIDI 
BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2015 NOMOR 27 
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LAMPIRAN  

PERATURAN BUPATI BINTAN 
NOMOR : 27 Tahun 2015 

TANGGAL 9 NOVEMBER 2015 
TENTANG 

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2014 
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN 

 

 

 

 

KEBIJAKAN AKUNTANSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN 

2015 
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Pengukuran Penyusutan Aset Tetap 

1. Pengukuran penyusutan aset tetap memperhatikan hal-hal sebagai 

berikut: 

a. Aset tetap yang akan disusutkan harus memiliki nilai perolehan. 

b. Cara penetapan nilai perolehan aset tetap pada huruf a tersebut 

antara lain mengacu pada harga pasar setempat, appraisal dan 

penetapan harga oleh tim penilai yang ditetapkan oleh Kepala 

Daerah. 

c. Untuk aset tetap yang direnovasi, mekanisme penyusutannya adalah: 

(1) Menentukan nilai buku aset tetap yang akan direnovasi, 

(2) Menambahkan biaya renovasi yang akan mengkapitalisasi aset 

tetap yang bersangkutan, 

(3) Penentuan kembali umur manfaat ekonomis aset tetap dimulai 

sejak selesainya kegiatan renovasi, 

(4) Penentuan nilai perolehan aset setelah renovasi adalah sebesar 

nilai buku dikurangi nilai komponen yang dibongkar ditambah 

nilai renovasi. 

d. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang 

sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang 

digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau 

kemungkinan jasa (service potential) yang akan mengalir ke 

pemerintah. 

e. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara 

periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, 

penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan 

penyesuaian. Masa manfaat aset tetap dihitung sejak perolehan aset 

tetap dimaksud. 

f. Masa manfaat aset tetap ditetapkan sebagaimana terlihat pada tabel 

di bawah ini: 

 Kodifikasi Uraian 
Masa Manfaat 

(Tahun) 

1 3     ASET TETAP   

1 3 2   Peralatan dan Mesin   

1 3 2 1 Alat-Alat Besar Darat 10 

1 3 2 2 Alat-Alat Besar Apung 8 

1 3 2 3 Alat-alat Bantu 7 

1 3 2 4 Alat Angkutan Darat Bermotor 7 

1 3 2 5 Alat Angkutan Berat Tak Bermotor 2 

1 3 2 6 Alat Angkut Apung Bermotor 10 
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1 3 2 7 Alat Angkut Apung Tak Bermotor 3 

1 3 2 8 Alat Angkut Bermotor Udara 20 

1 3 2 9 Alat Bengkel Bermesin 10 

1 3 2 10 Alat Bengkel Tak Bermesin 5 

1 3 2 11 Alat Ukur 5 

1 3 2 12 Alat Pengolahan Pertanian 4 

1 3 2 13 
Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat 
Penyimpan Pertanian 

4 

1 3 2 14 Alat Kantor 5 

1 3 2 15 Alat Rumah Tangga 5 

1 3 2 16 Peralatan Komputer 4 

1 3 2 17 Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat  5  

1 3 2 18 Alat Studio 5 

1 3 2 19 Alat Komunikasi 5 

1 3 2 20 Peralatan Pemancar 10 

1 3 2 21 Alat Kedokteran 5 

1 3 2 22 Alat Kesehatan 5 

1 3 2 23 Unit-Unit Laboratorium 8 

1 3 2 24 Alat Peraga/Praktek Sekolah 10 

1 3 2 25 Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir 15 

1 3 2 26 
Alat Laboratorium Fisika Nuklir / 

Elektronika 
15 

1 3 2 27 
Alat Proteksi Radiasi / Proteksi 
Lingkungan 

10 

1 3 2 28 
Radiation Aplication and Non 

Destructive Testing Laboratory (BATAM) 
10 

1 3 2 29 Alat Laboratorium Lingkungan Hidup 7 

1 3 2 30 Peralatan Laboratorium Hidrodinamika 15 

1 3 2 31 Senjata Api 10 

1 3 2 32 Persenjataan Non Senjata Api 3 

1 3 2 33 Alat Keamanan dan Perlindungan 5 

1 3 3   Gedung dan Bangunan   

1 3 3 1 Bangunan Gedung Tempat Kerja 50 

1 3 3 2 Bangunan Gedung Tempat Tinggal 50 

1 3 3 3 Bangunan Menara 40 

1 3 3 4 Bangunan Bersejarah 50 

1 3 3 5 Tugu Peringatan 50 

1 3 3 6 Candi 50 

1 3 3 7 Monumen/Bangunan Bersejarah 50 

1 3 3 8 Tugu Peringatan Lain 50 

1 3 3 9 Tugu Titik Kontrol/Pasti 50 

1 3 3 10 Rambu-Rambu 50 

1 3 3 11 Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara 50 

1 3 4   Jalan, Irigasi, dan Jaringan   

1 3 4 1 Jalan 10 

1 3 4 2 Jembatan 50 

1 3 4 3 Bangunan Air Irigasi 50 
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1 3 4 4 Bangunan Air Pasang Surut 50 

1 3 4 5 Bangunan Air Rawa 25 

1 3 4 6 
Bangunan Pengaman Sungai dan 

Penanggulangan Bencana Alam 
10 

1 3 4 7 
Bangunan Pengembangan Sumber Air 

dan Air Tanah 
30 

1 3 4 8 Bangunan Air Bersih/Baku 40 

1 3 4 9 Bangunan Air Kotor 40 

1 3 4 10 Bangunan Air 40 

1 3 4 11 Instalasi Air Minum/Air Bersih 30 

1 3 4 12 Instalasi Air Kotor 30 

1 3 4 13 Instalasi Pengolahan Sampah 10 

1 3 4 14 Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan 10 

1 3 4 15 Instalasi Pembangkit Listrik 40 

1 3 4 16 Instalasi Gardu Listrik 40 

1 3 4 17 Instalasi Pertahanan 30 

1 3 4 18 Instalasi Gas 30 

1 3 4 19 Instalasi Pengaman 20 

1 3 4 20 Jaringan Air Minum 30 

1 3 4 21 Jaringan Listrik 40 

1 3 4 22 Jaringan Telepon 20 

1 3 4 23 Jaringan Gas 30 

 

g. Untuk perhitungan penyusutan, aset tetap yang diperoleh pada awal 

sampai dengan akhir tahun bersangkutan, dianggap diperoleh pada 

awal tahun buku yang bersangkutan. 

h. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus 

(straight line method), dimana metode ini menetapkan tarif 

penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama. 

i.    Metode garis lurus atau straight line method adalah metode 

penyusutan dimana besarnya penyusutan selalu sama dari tiap 

periode akuntansi selama umur ekonomis dari aset tetap yang 

bersangkutan. Metode ini dipilih karena metode ini dianggap sebagai 

metode yang paling mudah dan sederhana. 

j.     Aset tetap yang disusutkan adalah aset tetap selain tanah dan 
konstruksi dalam pengerjaan. 
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KAPITALISASI ASET TETAP 

Definisi Kapitalisasi Aset tetap 

212.a. Pencatatan di dalam pembukuan (Intra Komptabel) adalah 

penatausahaan barang milik daerah yang mempunyai nilai satuan 

minimum kapitalisasi aset tetap dan disajikan dalam neraca. 

212.b. Pencatatan di luar pembukuan (Ekstra Komptabel) adalah 

penatausahaan barang milik daerah yang nilainya di bawah nilai 

satuan minimum kapitalisasi aset tetap dan disajikan secara terpisah 

di luar neraca namun tetap tercatat dalam kartu inventaris barang 

dan tidak dilakukan penyusutan. 

215. Batasan minimal kapitalisasi aset tetap ditetapkan sebagai berikut: 

a. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk pengadaan per 

satuan peralatan dan mesin, dan alat olah raga, hewan yang sama 

dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 

dikelompokkan kedalam aset intra komptabel. 

b. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk pemeliharaan per 

satuan peralatan dan mesin, dan alat olah raga, hewan yang sama 

dengan atau lebih dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), 

c. Nilai satuan minimum kapitalisasi untuk pemeliharaan gedung dan 

bangunan sama dengan atau melebihi dari Rp 10.000.000,00 

(sepuluh puluh juta rupiah), dan 

d. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap 

pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap 

lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian, 

peralatan untuk proses belajar mengajar atau dengan kata lain setiap 

penambahan Rp1,00 (satu rupiah) terhadap aset tetap sebagaimana 

tersebut di atas akan dilakukan kapitalisasi. 

e. Nilai satuan kapitalisasi aset tetap untuk pengadaan per satuan 

peralatan dan mesin, dan alat olah raga, hewan yang dibawah 

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikelompokkan kedalam aset ekstra 

komtabel. 

224. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap (subsequent 

expenditures) tersebut harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang 

bersangkutan (dikapitalisasi). (PSAP 07 paragraf 49). 

a. Pengeluaran Setelah Perolehan 

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang 

memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar 

memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk 
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kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus 

ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. 

Kriteria seperti pada paragraf diatas dan/atau suatu batasan jumlah 

biaya (capitalization thresholds) tertentu digunakan dalam penentuan 

apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.  

Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan 

terhadap aset tetap baik berupa overhaul dan renovasi disajikan pada 

tabel berikut. 

URAIAN JENIS 

Persentase 

Renovasi/Restorasi

/Overhaul dari 

Nilai Perolehan 

(Diluar 

Penyusutan) 

Penambahan 

Masa 

Manfaat 

(Tahun) 

Alat Besar    

Alat Besar Darat Overhaul >0% s.d 30% 1 

  >30% s.d 45% 3 

  >45% s.d 65% 5 

    

Alat Besar Apung Overhaul >0% s.d 30% 1 

  >30% s.d 45% 2 

  >45% s.d 65% 4 

    

Alat Bantu Overhaul >0% s.d 30% 1 

  >30% s.d 45% 2 

  >45% s.d 65% 4 

    

Alat Angkutan    

Alat Angkutan Darat 

Bermotor 

Overhaul >0% s.d 25% 1 

  >25% s.d 50% 2 

  >50% s.d 75% 3 

  >75% s.d 100% 4 

    

Alat Angkutan Darat 

Tak Bermotor 

Overhaul >0% s.d 25% 0 

  >25% s.d 50% 1 

  >50% s.d 75% 1 

  >75% s.d 100% 1 

    

Alat Angkutan Apung 

Bermotor 

Overhaul >0% s.d 25% 2 

  >25% s.d 50% 3 

  >50% s.d 75% 4 

  >75% s.d 100% 6 

    

Alat Angkutan Apung 
Tak Bermotor 

Renovasi >0% s.d 25% 1 
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  >25% s.d 50% 1 

  >50% s.d 75% 1 

  >75% s.d 100% 2 

    

Alat Angkutan 

Bermotor Udara 

Overhaul >0% s.d 25% 3 

  >25% s.d 50% 6 

  >50% s.d 75% 9 

  >75% s.d 100% 12 

    

Alat Bengkel dan Alat 

Ukur 

   

Alat Bengkel Bermesin Overhaul >0% s.d 25% 1 

  >25% s.d 50% 2 

  >50% s.d 75% 3 

  >75% s.d 100% 4 

    

Alat Bengkel Tak 

Bermesin 

Renovasi >0% s.d 25% 0 

  >25% s.d 50% 0 

  >50% s.d 75% 1 

  >75% s.d 100% 1 

    

Alat Ukur Overhaul >0% s.d 25% 1 

  >25% s.d 50% 2 

  >50% s.d 75% 2 

  >75% s.d 100% 3 

    

Alat Pertanian    

Alat Pengolahan Overhaul >0% s.d 20% 1 

  >21% s.d 40% 2 

  >51% s.d 75% 5 

    

Alat Kantor dan Rumah 
Tangga 

   

Alat Kantor Overhaul >0% s.d 25% 0 

  >25% s.d 50% 1 

  >50% s.d 75% 2 

  >75% s.d 100% 3 

    

Alat Rumah Tangga Overhaul >0% s.d 25% 0 

  >25% s.d 50% 1 

  >50% s.d 75% 2 

  >75% s.d 100% 3 

    

Alat Studio, 

Komunikasi dan 
Pemancar 

   

Alat Studio Overhaul >0% s.d 25% 1 

  >25% s.d 50% 1 

  >50% s.d 75% 2 

  >75% s.d 100% 3 

    

Alat Komunikasi Overhaul >0% s.d 25% 1 
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  >25% s.d 50% 1 

  >50% s.d 75% 2 

  >75% s.d 100% 3 

    

Peralatan Pemancar Overhaul >0% s.d 25% 2 

  >25% s.d 50% 3 

  >50% s.d 75% 4 

  >75% s.d 100% 5 

    

Peralatan Komunikasi 
Navigasi 

Overhaul >0% s.d 25% 2 

  >25% s.d 50% 5 

  >50% s.d 75% 7 

  >75% s.d 100% 9 

    

Alat Kedokteran dan 
Kesehatan 

   

Alat Kedokteran Overhaul >0% s.d 25% 0 

  >25% s.d 50% 1 

  >50% s.d 75% 2 

  >75% s.d 100% 3 

    

Alat Kesehatan Umum Overhaul >0% s.d 25% 0 

  >25% s.d 50% 1 

  >50% s.d 75% 2 

  >75% s.d 100% 3 

    

Alat Laboratorium    

Unit Alat Laboratorium Overhaul >0% s.d 25% 2 

  >25% s.d 50% 3 

  >50% s.d 75% 4 

  >75% s.d 100% 4 

    

Unit Alat Laboratorium 

Kimia Nuklir 

Overhaul >0% s.d 25% 3 

  >25% s.d 50% 5 

  >50% s.d 75% 7 

  >75% s.d 100% 8 

    

Alat Laboratorium 

Fisika 

Overhaul >0% s.d 25% 3 

  >25% s.d 50% 5 

  >50% s.d 75% 7 

  >75% s.d 100% 8 

    

Alat Proteksi 

Radiasi/Proteksi 
Lingkungan 

Overhaul >0% s.d 25% 2 

  >25% s.d 50% 4 

  >50% s.d 75% 5 

  >75% s.d 100% 5 

    

Radiation Application & 
Non Destructive Testing 

Overhaul >0% s.d 25% 2 
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Laboratory 

  >25% s.d 50% 4 

  >50% s.d 75% 5 

  >75% s.d 100% 5 

    

Alat Laboratorium 

Lingkungan Hidup 

Overhaul >0% s.d 25% 1 

  >25% s.d 50% 2 

  >50% s.d 75% 3 

  >75% s.d 100% 4 

    

Peralatan Laboratorium 

Hidrodinamica 

Overhaul >0% s.d 25% 3 

  >25% s.d 50% 5 

  >50% s.d 75% 7 

  >75% s.d 100% 8 

    

Alat Laboratorium 

Standarisasi Kalibrasi & 
Instrumentasi 

Overhaul >0% s.d 25% 2 

  >25% s.d 50% 4 

  >50% s.d 75% 5 

  >75% s.d 100% 5 

    

Alat Persenjataan    

Senjata Api Overhaul >0% s.d 25% 1 

  >25% s.d 50% 2 

  >50% s.d 75% 3 

  >75% s.d 100% 4 

    

Persenjataan Non 

Senjata Api 

Renovasi >0% s.d 25% 0 

  >25% s.d 50% 0 

  >50% s.d 75% 1 

  >75% s.d 100% 1 

    

Senjata Sinar Overhaul >0% s.d 25% 0 

  >25% s.d 50% 0 

  >50% s.d 75% 0 

  >75% s.d 100% 2 

    

Alat Khusus Kepolisian Overhaul >0% s.d 25% 1 

  >25% s.d 50% 1 

  >50% s.d 75% 2 

  >75% s.d 100% 2 

    

Komputer    

Komputer Unit Overhaul >0% s.d 25% 1 

  >25% s.d 50% 1 

  >50% s.d 75% 2 

  >75% s.d 100% 2 

    

Peralatan Komputer Overhaul >0% s.d 25% 1 

  >25% s.d 50% 1 
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  >50% s.d 75% 2 

  >75% s.d 100% 2 

    

Alat Eksplorasi    

Alat Eksplorasi 

Topografi 

Overhaul >0% s.d 25% 1 

  >25% s.d 50% 2 

  >50% s.d 75% 2 

  >75% s.d 100% 3 

    

Alat Eksplorasi 

Geofisika 

Overhaul >0% s.d 25% 2 

  >25% s.d 50% 4 

  >50% s.d 75% 5 

  >75% s.d 100% 5 

    

Alat Pengeboran    

Alat Pengeboran Mesin Overhaul >0% s.d 25% 2 

  >25% s.d 50% 4 

  >50% s.d 75% 6 

  >75% s.d 100% 7 

    

Alat Pengeboran Non 
Mesin 

Renovasi >0% s.d 25% 0 

  >25% s.d 50% 1 

  >50% s.d 75% 1 

  >75% s.d 100% 2 

    

Alat Produksi 
Pengolahan dan 

Pemurnian 

   

Sumur Renovasi >0% s.d 25% 0 

  >25% s.d 50% 1 

  >50% s.d 75% 1 

  >75% s.d 100% 2 

    

Produksi Renovasi >0% s.d 25% 0 

  >25% s.d 50% 1 

  >50% s.d 75% 1 

  >75% s.d 100% 2 

    

Pengolahan dan 

Permunian 

Overhaul >0% s.d 25% 3 

  >25% s.d 50% 5 

  >50% s.d 75% 7 

  >75% s.d 100% 8 

    

Alat Bantu Explorasi    

Alat Bantu Explorasi Overhaul >0% s.d 25% 2 

  >25% s.d 50% 4 

  >50% s.d 75% 6 

  >75% s.d 100% 7 

    

Alat Bantu Produksi Overhaul >0% s.d 25% 2 
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  >25% s.d 50% 4 

  >50% s.d 75% 6 

  >75% s.d 100% 7 

    

Alat Keselamatan Kerja    

Alat Deteksi Overhaul >0% s.d 25% 1 

  >25% s.d 50% 2 

  >50% s.d 75% 2 

  >75% s.d 100% 3 

    

Alat Pelindung Renovasi >0% s.d 25% 0 

  >25% s.d 50% 0 

  >50% s.d 75% 1 

  >75% s.d 100% 2 

    

Alat Sar Renovasi >0% s.d 25% 0 

  >25% s.d 50% 1 

  >50% s.d 75% 1 

  >75% s.d 100% 2 

    

Alat Kerja Penerbang Overhaul >0% s.d 25% 2 

  >25% s.d 50% 3 

  >50% s.d 75% 4 

  >75% s.d 100% 6 

    

Alat Peraga    

Alat Peraga Pelatihan 
dan Percontohan 

Overhaul >0% s.d 25% 2 

  >25% s.d 50% 4 

  >50% s.d 75% 5 

  >75% s.d 100% 5 

    

Peralatan 
Proses/Produksi 

   

Unit Peralatan 

Proses/Produksi 

Overhaul >0% s.d 25% 2 

  >25% s.d 50% 3 

  >50% s.d 75% 4 

  >75% s.d 100% 4 

    

Rambu-Rambu    

Rambu-rambu Lalu 

Lintas Darat 

Overhaul >0% s.d 25% 1 

  >25% s.d 50% 2 

  >50% s.d 75% 3 

  >75% s.d 100% 4 

    

Rambu-rambu Lalu 

Lintas Udara 

Overhaul >0% s.d 25% 1 

  >25% s.d 50% 2 

  >50% s.d 75% 2 

  >75% s.d 100% 4 

    

Rambu-rambu Lalu Overhaul >0% s.d 25% 1 
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Lintas Laut 

  >25% s.d 50% 1 

  >50% s.d 75% 2 

  >75% s.d 100% 2 

    

Peralatan Olahraga    

Peralatan Olahraga Renovasi >0% s.d 25% 1 

  >25% s.d 50% 1 

  >50% s.d 75% 2 

  >75% s.d 100% 2 

    

Bangunan Gedung    

Bangunan Gedung 
Tempat Kerja 

Renovasi >0% s.d 25% 5 

  >25% s.d 50% 10 

  >50% s.d 75% 15 

  >75% s.d 100% 50 

    

Bangunan Gedung 
Tempat Tinggal 

Renovasi >0% s.d 30% 5 

  >30% s.d 45% 10 

  >45% s.d 65% 15 

    

Monumen    

Candi/Tugu 
Peringatan/Prasasti 

Renovasi >0% s.d 30% 5 

  >30% s.d 45% 10 

  >45% s.d 65% 15 

    

Bangunan Menara    

Bangunan Menara 
Perambuan 

Renovasi >0% s.d 30% 5 

  >30% s.d 45% 10 

  >45% s.d 65% 15 

    

Tugu Titik 
Kontrol/Prasasti 

   

Tugu/Tanda Batas Renovasi >0% s.d 30% 5 

  >30% s.d 45% 10 

  >45% s.d 65% 15 

    

Jalan dan Jembatan    

Jalan Renovasi >0% s.d 30% 2 

  >30% s.d 60% 5 

  >60% s.d 100% 10 

    

Jembatan Renovasi >0% s.d 30% 5 

  >30% s.d 45% 10 

  >45% s.d 65% 15 

    

Bangunan Air    

Bangunan Air Irigasi Renovasi >0% s.d 5% 2 

  >5% s.d 10% 5 

  >10% s.d 20% 10 
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Bangunan Pengairan 

Pasang Surut 

Renovasi >0% s.d 5% 2 

  >5% s.d 10% 5 

  >10% s.d 20% 10 

    

Bangunan 
Pengembangan Rawa 
dan Polder 

Renovasi >0% s.d 5% 1 

  >5% s.d 10% 3 

  >10% s.d 20% 5 

Bangunan Pengaman 

Sungai/Pantai & 
Penanggulangan 

Bencana Alam 

Renovasi >0% s.d 5% 1 

  >5% s.d 10% 2 

  >10% s.d 20% 3 

    

Bangunan 

Pengembangan Sumber 
Air dan Tanah 

Renovasi >0% s.d 5% 1 

  >5% s.d 10% 2 

  >10% s.d 20% 3 

    

Bangunan Air 
Bersih/Air Baku 

Renovasi >0% s.d 30% 5 

  >30% s.d 45% 10 

  >45% s.d 65% 15 

    

Bangunan Air Kotor Renovasi >0% s.d 30% 5 

  >30% s.d 45% 10 

  >45% s.d 65% 15 

    

Instalasi    

Instalasi Air Bersih/Air 
Baku 

Renovasi >0% s.d 30% 2 

  >30% s.d 45% 7 

  >45% s.d 65% 10 

    

Instalasi Air Kotor Renovasi >0% s.d 30% 2 

  >30% s.d 45% 7 

  >45% s.d 65% 10 

    

Instalasi Pengelolaan 

Sampah 

Renovasi >0% s.d 30% 1 

  >30% s.d 45% 3 

  >45% s.d 65% 5 

    

Instalasi Pengolahan 
Bahan Bangunan 

Renovasi >0% s.d 30% 1 

  >30% s.d 45% 3 

  >45% s.d 65% 5 

    

Instalasi Pembangkit Renovasi >0% s.d 30% 5 
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Listrik 

  >30% s.d 45% 10 

  >45% s.d 65% 15 

    

Instalasi Gardu Listrik Renovasi >0% s.d 30% 5 

  >30% s.d 45% 10 

  >45% s.d 65% 15 

    

Instalasi Pertahanan Renovasi >0% s.d 30% 1 

  >30% s.d 45% 3 

  >45% s.d 65% 5 

    

Instalasi Gas Renovasi >0% s.d 30% 5 

  >30% s.d 45% 10 

  >45% s.d 65% 15 

    

Instalasi Pengaman Renovasi >0% s.d 30% 1 

  >30% s.d 45% 1 

  >45% s.d 65% 3 

    

Instalasi Lain Renovasi >0% s.d 30% 1 

  >30% s.d 45% 1 

  >45% s.d 65% 3 

    

Jaringan    

Jaringan Air Minum Overhaul >0% s.d 30% 2 

  >30% s.d 45% 7 

  >45% s.d 65% 10 

    

Jaringan Listrik Overhaul >0% s.d 30% 5 

  >30% s.d 45% 10 

  >45% s.d 65% 15 

    

Jaringan Telepon Overhaul >0% s.d 30% 2 

  >30% s.d 45% 5 

  >45% s.d 65% 10 

    

Jaringan Gas Overhaul >0% s.d 30% 2 

  >30% s.d 45% 7 

  >45% s.d 65% 10 

    

Alat Musik 
Modern/Band 

Overhaul >0% s.d 25% 1 

  >25% s.d 50% 1 

  >50% s.d 75% 2 

  >75% s.d 100% 2 

    

ASET TETAP DALAM 
RENOVASI 

   

Peralatan dan Mesin 
dalam Renovasi 

Overhaul >0% s.d 100% 2 

    

Gedung dan Bangunan 

dalam Renovasi 

Renovasi >0% s.d 30% 5 
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  >30% s.d 45% 10 

  >45% s.d 65% 15 

    

Jaringan Irigasi dan 

Jaringan dalam 
Renovasi 

Renovasi

/Overha
ul 

>0% s.d 100% 5 

 

b. Pengukuran Berikutnya terhadap Pengakuan Awal 

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut 

dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang 

memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan 

dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun 

ekuitas. 

266. Aset Lainnya dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tak Berwujud yang 

memiliki masa manfaat tak terbatas dengan  

a. AMORTISASI ATAS ASET TIDAK BERWUJUD 

Amortisasi adalah alokasi harga perolehan aset tidak berwujud (ATB) 

secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi 

ATB sama prinsipnya seperti penyusutan dalam aset tetap. Masa 

manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya 

harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa 

manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, 

atau kontrak. 

Masa Manfaat untuk ATB adalah terbatas atau tak terbatas.  

a. Jika masa manfaat ATB terbatas (seperti paten, hak cipta, 

waralaba dengan masa manfaat terbatas dll), maka ATB harus 

diamortisasi. Pemerintah daerah harus menentukan jangka 

waktu atau jumlah produksi atau jumlah unit yang dihasilkan, 

selama masa manfaat. Amortisasi ATB hanya dapat diterapkan 

untuk ATB yang mempunyai masa manfaat terbatas. ATB 

degan masa manfaat terbatas harus diamortisasi selama masa 

manfaat atau masa secara hukum, mana yang lebih pendek 

(which ever is shorter). Amortisasi ATB dengan masa manfaat 

yang terbatas menggunakan metode garis lurus. Tabel masa 

manfaat ATB terbatas ditetapkan sebagai berikut (kecuali 

terdapat masa secara hukum) : 
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TABEL DAFTAR MASA MANFAAT AMORTISASI 

Kodefikasi Uraian 
Masa Manfaat 

(Tahun) 

1 5     ASET LAINNYA   

1 5 3   Aset Tidak Berwujud   

1 3 3 01 Goodwill 10 

1 3 3 02 Lisensi dan Frenchise 10 

1 3 3 03 Hak Cipta 10 

1 3 3 04 Paten 10 

1 3 3 05 Aset Tidak Berwujud Lainnya 5 

 

b. Jika masa manfaat ATB tidak terbatas (seperti goodwill), maka 

ATB tidak boleh diamortisasi. Suatu aset tidak berwujud diakui 

entitas memiliki masa manfaat tak terbatas jika, berdasarkan 

analisis dari seluruh faktor relevan, tidak ada batas yang 

terlihat pada saat ini atas periode yang mana aset diharapkan 

menghasilkan arus kas bersih (neto) bagi entitas. Nilai ATB 

yang tidak diamortisasi harus ditelaah setiap periode untuk 

menentukan apakah ATB tersebut masih memiliki manfaat 

ekonomis di masa depan. Jika tidak lagi memiliki manfaat 

ekonomi di masa depan atau manfaat ekonominya berkurang 

dari nilai tercatat maka ATB tersebut mengalami penurunan 

nilai. Penurunan nilai ATB harus diungkapkan dalam catatan 

atas laporan keuangan. Jika terbukti ATB tersebut tidak lagi 

memiliki manfaat ekonomis di masa mendatang, maka entitas 

dapat mengajukan proses penghapusan ATB sesuai prosedur 

dan regulasi yang berlaku.  

 

b. ASET TETAP RENOVASI 

Suatu satuan kerja dapat melakukan perbaikan/renovasi aset tetap 

yang bukan miliknya. Jika biaya renovasi tersebut material,  

memenuhi  kriteria kapitalisasi dan meningkatkan manfaat ekonomi 

dan sosail aset tetap, maka biaya renovasi tersebut dicatat sebagai 

aset tetap renovasi dalam kelompok aset tetap lainnya. Tetapi jika 

biaya renovasi tersebut tidak material, tidak memenuhi kriteria 

kapitalisasi, dan tidak meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial 

aset tetap yang direnovasi tersebut atau manfaat ekonominya kurang 

dari satu tahun, maka biaya renovasi diperlakukan sebagai beban 

operasional tahun berjalan. Kriteria kapitalisasi harus 

memperhatikan kebijakan akuntansi tentang ketentuan nilai 
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minimum kapitalisasi. Apabila sampai dengan akhir periode 

pelaporan aset tetap renovasi tersebut belum juga diserahkan, maka 

SKPD yang melakukan renovasi terhadap aset tersebut tetap akan 

mencatat sebagai Aset Tetap Lainnya-Aset Tetap Renovasi. 

c. PENYUSUTAN ASET TETAP LAINNYA 

 Aset yang termasuk dalam klasifikasi Aset Tetap Lainnya adalah 

koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak 

kebudayaan/olah raga, hewan, ikan, tanaman, dan aset tetap 

renovasi. 

 Aset tetap lainnya berupa barang bercorak kebudayaan/olah 

raga, hewan, tanaman dan buku perpustakaan tidak dilakukan 

penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan 

pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak digunakan atau 

mati.  

 Untuk penyusutan pada aset tetap renovasi dilakukan sesuai 

dengan umur ekonomisnya, mana yang lebih pendek (which ever is 

shorter) antara masa manfat aset tetap tersebut dengan masa pinjam 

pakai/sewa. Penyusutan atas aset tetap lainnya pada suatu periodik 

disajikan sebagai beban penyusutan dalam Laporan Operasional. 

 Metode perhitungan penyusutan aset tetap renovasi adalah 

dengan menggunakan metode garis lurus.   

 
 

 
Pj. BUPATI BINTAN 

 

 
 ttd 

 
DOLI BONIARA 
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